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BUPATI SELUMA 
PERATURAN BUPATI SELUMA 

NOMOR 4~ TAHUN 201 7 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 17 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA 

TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka 
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah dan keadaan yang menyebabkan 
saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 
untuk tahun berjalan, dan adanya pergeseran pagu kegiatan antar 
perangkat daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau 
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan 
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu melakukan 
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) 
Seluma Tahun 2017; 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana~mbangunan, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak 
sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 ayat ( 1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

PE: 1ERINTAH KAB. ::iELUMA 
BAGIAN IIUKUM 

PENELAAli DRAFT PRODUK kUKUM 
KABUPATEN ..,Elt:~lA 



Mengingat 

• 

• 

Rencana Pembangunan, bahwa Perubahan RKPD ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4266); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
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58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pertanggung jawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21); 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-

2019; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
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Menetapkan 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2017; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Seluma Tahun 2005- 2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

MERUBAH PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 17 TAHUN 

2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Seluma Tahun 2017 diubah sebagai berikut: 

Ketentuan pada pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

?<NEl.MH ORAFT. " 
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Pasal 3 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 

Kabupaten Seluma Tahun 201 7 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tercantum pada Larnpiran Peraturan Bupati ini yang terdiri 

dari 1 (satu) Buku meliputi: 

BABI : PENDAHULUAN 

BABU : EVALUASI HASIL PELAKSANMN RKPD SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN KE DUA 

BABIII : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

PERUBAHAN TAHUN 2017 

BABIV : PENUTUP 

Pasal II 

• Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

• 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma. 

Paraf Koordina si 
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Diundangkan di Tais 
pada tanggal 1 NiJ'-'ttvs 2017 

1..1'15C»•., M.Si 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 1 

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR .. ~ . 

2017 


